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GUBERNUR LAMPUNG,

batwa  kondiei perekonomian dewasa ini mengalami Aukiuas) yang
cendening mendorong tenadinya peningkatan harga pasaran  Lmum
kendaraan bermotor yang cukup tajam sehinoga nilal jual kendaraan
bermotor sebagal daser menghitung Pajak Kendaraan Bermotor | PHB )
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermmotor { BBN-KB ) Tahun 2004, perid
ditinjau kembali guna disesuaikan dengan kondisi saat i ;

bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Datam Megeri MNomor 569
Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Benmotor dan Bea Balik Mama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 distdr
bahwa, Dasar Pengensan FKE dan BEBN-KE ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur |

bahwa untuk pelaksanaan maksud bund b tersebut di atas dan untuk
kelzncaran pelaksanaan pemungutan Fajak Kendaraan Bermator dan Bea
Balik Mama Kendaraan Bermotor Tanun Pajak 2004, dipandang periu
menetapkan Penghiiungan Dasar Pengensan Pajak Kendaraan Berrmotor
dan Bea Balik Nama Kendamman Bermotor dengan Keputusan Gubermur.

Undang - undang MNomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung |

Undang — undang Momor 14 Tahun 1892 tentang Llalu Lintas dan
Anghutan Jalan ;

Undang-undang MNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubashan atas Undang-
undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Draerah |

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintanan Caerah;
Undang — undang Momor 25 Tahun 1969 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ©

Peraturan Pemerintah MNomor 44 Tahun 1883 tentang Kendaraan dan
Pengemud: ;

Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Ctonom;

Peraturan Pemerintah Momor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Dasrah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah |

10, Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nemoer 17 Tahun 2000 teniang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;

1. Peraturan Deerah Propinsi Lampung Momor 1 Tahun 2002 tentang Pajak

Kendaraan Bemmotor ( FKB )

12 Peraturan Daerah Propins! Lampung tomor 2 Tahun 2002 tentang Bea

Balik Mamea Kendaraan Semmotor ( BEN-KB ).

Memperhatikan: 1, Kepulugan  Menten  Dalam  MNegeri Momor Tahun 2004 tentang

Pengnitungan Dasar Pengenaan Pajgk Kendarsan Bemmnctor dan
Bea Balik MNama Kendaraan Bemmotor Tahun 2004



Menetapkan .

2 Keputusan Gubemur Lampung Momor ... Tahun 2004 tentang
Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menter Dalam Neger
Momar 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
fendaraan Bemmotor (FKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Benmotor
(BEN-KB) Tahun 2004,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN 2004

Pagal 1

(1) Kendaraan bermotor vang  jensmereiftype dan tahun  pembuatan
sebagaimana tersebut pada kolom 2 { dua ) dan 3 ( tiga ) nilal jualnya
ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 4 ( empat ) Lampiran |
Keputusan Menter Dalam Megen Momor 62 Tahun 2004,

{2} Wilai Jual kendaraan bemotor sebagaimena dimaksud pada ayat 1)
Pasal ini, merupakan dasar dalam penghitungan Pajak Kendaraan Bermmotor
{ PKB ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermator [ BEN-KB ) unfuk Tahun
Pajak 2004,

{3) ¥ang dimaksud tahun pembuatan dalam Milai Jual Xendaraan Bermotor
adaigh tahun perakitan.

(4y Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor [ PKB ) adalah Perkalian dua
unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bernator,

%) Penetapan Pajak Kendaraan Bemotor [ PKE ) adalah perkalian unsur tarif,
kiasifikast kendaraan dan dasar pengenaan PKB.

Pasal 2

Melirnpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan  Propinsi Lampung
uniul menetapkan Dasar FPengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
MNama Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
( PKB ) atas Alat-Alal Berat dan Alat-Alat Besar  yang  belum  lercantum
dalam Lampiran | Keputusan Menteri Dalam MNeger Momor 68 Tahun
2004,

Fasal 3

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor { PKE ) ditetapkan sebagai
berikul

a Untuk Kendaraan Bermotor Unum sebesar 1% ( satu persen ) ;

b Untuk Kendarsan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% [ satu koma lima
persen b,

¢ Unfuk Kendaraan bermclor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar 0.5% { nol
koma [ima persen ).



Fazal 4

Tarif Dasar Pengenaan Sea Balik Mama Kendaraan Bemotor { BEANAKE |
ditetapkan sebagai berikut |

a. Tarf BEBNKE alas Penyerahaan Pertama ©
1. Untuk Kendargan Bermnotor Umum dan kKendaraan bermotor bukan
umum sebesar 10% ( sepuluh persen ) darl nilai jual kendaraan
bermataor;
2. Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 3% (tiga
persen ) dari nilal jual Kendaraan bemmotol.

b. Terif BBNKE stas Penyerahaan Kedua dan setenisnya |
1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan bermetor bukan
urmum sebesar 1% [ satu persen ) darni nitai jual kendaraan bermolor ;
2 Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 0.3% ( nol
koma tiga persen ) dar nilal jual kendaraan bermaotaor.

0

Tarif BBMKS atas Fenyerahaan karana Warisan

1. Unbtuk Kendaraan Bermofor Umum dan kendarzan bermotor bukan
tmum sebesar 01% ( nol kama satu persen ) dari nilai jual kendaraan
bermotar,

2. Untuk kendaraan bermotor aiat berat dan besar sebesar 0,03% ( nol
koma nial biga persen ) dari nilal jual kendaraan bermaotor.

a

Tarif BENKE atas Penyerahaan Karena Hibah :

1. Untuk Kendaraan Bemmotor Bary sebesar 10% ( sepuluh persen ) dan
it jual kendaraan bermnaotor |

2. Untuk Kendsrsan Bemmotor Bekas { second } sebesar 1% ( salu
persen ) dari nilai jual kendaraan befmotor.

Pasal 5

(1) Merek, Jenis dan Type kendarasn bemotor untuk Tahun permnbuatan lebik
tua yang tidak tercantum / belum ditetapkan dalam Lampiran | Keputusan
Menteri Datam Negeri MNomor 69 Tahun 2004, MNiai Juainya ditetapkan
dengan membandingkan merek, janis, type, i eylindar dan tabun pembuatan
dari Megara produsen yang sama.

{2y Merek, Jeniz dan Type kendaraan Bermotor unfuk tshun pembuatan lebih
{ua dan telah tercantum dalam Lampiran | Kepulusan Menter Dalam Negeri
Momor 82 Tahun 2004, tetapi Nilai Jualnya belum ditetapkand belum
tercamtum dalam Lampiran | Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 69
Tanhun 2004, maks Hilal Juainya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang
ditetapkan dalam Lampiran | Keputusan Menter Dalam MNegeri Nemor 69
Tahun 2004,

Fasal &

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Cubernur Lampung Memnar
20 Tahun 2003 tentang Penghfungan Dasar Pengenaan Pajak Kendarsan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003 yvang mengatur
materi yang sama dan atzu bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku lage



Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang
bertakuy.

Pasal &
Keputuean ini mulal berlaky sejak tanggal ditetapkan dengan ketenhuan apabila

dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Kepubusan ini akan diadakan
permbetufan sebagaimana mestings.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 -7 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG,
dto

SJACHROEDIN, Z.P



